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BAB V 

Penutup 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Dari pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia 

masih belum mengatur secara jelas perusahaan grup khususnya dalam hal 

tanggung jawab. Tanggung jawab pada perusahaan grup sebagaimana 

pendekatan perseroan tunggal di Indonesia memiliki arti bahwa induk 

perusahaan sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab yang 

terbatas sebagaimana pemegang saham perseorangan. Namun, dalam hal-hal 

tertentu berdasarkan prinsip piercing the corporate veil yang termuat dalam 

Pasal 3 ayat (2) UUPT, kemandirian badan hukum dan tanggung jawab 

pemegang saham dapat diabaikan sehingga perusahaan induk sebagai 

pemegang saham dapat bertanggungjawab atas perbuatan anak perusahaan. 

Dari Pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut terlihat bahwa konsep perluasan 

tanggung jawab sebagaimana prinsip piercing the corporate veil di Indonesia 

hanya dapat dikenakan kepada pemegang saham (perusahaan induk), 

sehingga tidak dimungkinkan bagi anak perusahaan untuk bertanggung 

jawab atas perbuatan perusahaan induk, sedangkan pada praktiknya anak 

perusahaan dalam beberapa kasus dianggap perlu untuk dimintakan 

pertanggungjawaban misalnya dalam hal perusahaan induk yang 

memanfaatkan bentuk mandiri perseroan untuk dapat terhindar dari 

kewajiban-kewajibannya. 

 

Pemahaman piercing the corporate veil yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) 

UUPT merupakan pemahaman yang sempit dan dapat merugikan pihak 

tertentu. Sejatinya penerapan prinsip piercing the corporate veil yang 
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konsisten dengan penjelasan bahwa prinsip piercing the corporate veil 

mengabaikan kemandirian badan hukum dan/atau pertanggungjawaban 

terbatas, yang terlepas dari apa yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, 

akan menjadi memungkinkan bagi anak perusahaan untuk dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas perbuatan induk perusahaan dan begitu juga 

sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor 

01/PDT.PLW/2011/PN.SIAK. Putusan tersebut menerapkan prinsip 

piercing the corporate veil yang meniadakan kemandirian badan hukum, 

sehingga anak perusahaan menjadi bertanggung jawab atas perbuatan atau 

kewajiban perusahaan induk.  Adapun dasar-dasar yang dapat dipakai untuk 

menerapkan prinsip piercing the corporate veil kepada anak perusahaan 

berdasarkan putusan tersebut sama dengan dasar-dasar menerapkan piercing 

the corporate veil secara umum, yaitu: 

a. Apabila terdapat kemungkinan penyalahgunaan bentuk perseroan, 

pengadilan dapat menganggap perseroan hanya atau semata-mata 

selubung (cloak) atau kepura-puraan (sham). Cloak atau sham dalam 

putusan pengadilan termasuk fakta nominal saham yang tidak sebanding 

dengan lingkup kegiatan bisnis perusahaan yang.  

b. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya. 

c. Penyalahgunaan bentuk perseroan tersebut dilakukan oleh perusahaan 

induk untuk terbebas dari kewajibannya sehingga anak perusahaan yang 

menjadi alter ego dari perusahaan induk dapat dimintakan 

pertanggungjawaban berdasarkan prinsip piercing the corporate veil. 

 

2. Prinsip piercing the corporate veil yang diterapkan berdasarkan hubungan 

kontraktual menjadi bersinggungan dengan asas privity of contract dalam 

hukum perjanjian. Berdasarkan asas privity of contract seperti tertuang 

dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak 

dalam perjanjian saja, sehingga pihak ketiga di luar perjanjian tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban apabila salah satu pihak dari perjanjian 

tersebut wanprestasi. Namun, dengan diterapkannya piercing the corporate 
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veil, pihak ketiga (pemegang saham) dapat dibebankan tanggung jawab atas 

wanprestasi yang dilakukan oleh perseroan. Dengan begitu, menerapkan 

piercing the corporate veil berarti mengabaikan asas privity of contract. 

 

Pengabaian terhadap asas privity of contract juga dapat terlihat seperti 

keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 1300, 1582, 1614, 1651 dan Pasal 

1803 BW. Pasal-pasal tersebut dengan berdasarkan pada asas keadilan dan 

perlindungan terhadap pihak dalam perjanjian, membebani pihak ketiga di luar 

perjanjian sehingga pihak ketiga di luar perjanjian menjadi dapat 

bertanggungjawab demi kepentingan pihak dalam perjanjian. 

  

Dalam perusahaan grup, konsepsi tanggung jawab hukum diarahkan kepada 

perlindungan terhadap pihak ketiga di luar perusahaan grup, sehingga 

pengabaian asas privity of contract dalam hal penerapan prinsip piercing the 

corporate veil dengan berdasarkan pada keadaan tertentu dibenarkan. Hal 

tersebut seperti terlihat pada sengketa antara PT Aneka Inti Persada dan PT 

Adhiyasa Saranamas yang mengabaikan asas privity of contract dengan 

menerapkan prinsip piercing the corporate veil.  Dengan adanya keadaan 

tertentu seperti dimanfaatkannya prinsip kemandirian badan hukum agar 

terbebas dari kewajiban kontraktual dan konsep bahwa pihak di luar 

perusahaan grup tidak dapat dirugikan, maka prinsip piercing the corporate 

veil patut untuk diterapkan meskipun itu berarti mengabaikan asas privity of 

contract demi melindungi kepentingan pihak di luar perusahaan grup. 

Dengan demikian, hal yang terpenting dalam menerapkan prinsip piercing 

the corporate veil dalam hubungan kontraktual adalah adanya itikad buruk 

dari perusahaan induk yang memanfaatkan bentuk perseroan mandiri anak 

perusahaan dengan tujuan agar ia dapat terbebas dari kewajiban 

kontraktualnya, sehingga penerapannya menjadi bentuk perlindungan 

terhadap pihak di luar perusahaan grup yang menjadi pihak dalam kontrak. 
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5.2. Saran 

 

Selain kesimpulan yang telah disebutkan, penulis pada bab ini juga akan 

memberikan saran berdasarkan analisa penulis. Saran ini dimaksudkan agar 

penulisan hukum ini menjadi bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi 

penegakkan hukum di Indonesia. Saran-saran penulis adalah sebagai berikut: 

 

1. Peraturan perundang-undangan hingga saat ini masih belum mengatur jelas 

mengenai perusahaan grup khususnya tanggung jawab dalam perusahaan 

grup. UUPT walaupun telah mengenal prinsip piercing the corporate veil 

yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, namun cakupan dari ketentuan 

tersebut masih sangat terbatas dengan hanya mengakui perluasan 

pertanggungjawaban kepada pemegang saham (perusahaan induk). 

Sedangkan pada perusahaan grup tidak menutup kemungkinan terjadi 

dominasi induk perusahaan dan tujuan untuk memanfaatkan status 

kemandirian anak perusahaan oleh perusahaan induk untuk kepentingannya 

sendiri. Dalam hal demikian, anak perusahaan perlu dianggap 

bertanggungjawab atas perbuatan perusahaan induknya. Celah hukum ini 

dapat dimanfaatkan dengan itikad buruk dan berpotensi menyebabkan pihak 

di luar perseroan merugi. Terlebih apabila Hakim sebagai pemutus perkara 

sifatnya hanya menjadi corong dari undang-undang saja. Apabila demikian, 

maka akan banyak pihak yang sukses memanfaatkan celah hukum ini dengan 

terbebas dari kewajibannya dan merugikan pihak lain. 

 

Untuk menghindari hal seperti itu terjadi, penulis beranggapan bahwa 

diperlukan suatu legislasi atau peraturan perundang-undangan yang 

mengatur khusus perusahaan grup dan lingkup tanggung jawab berdasarkan 

prinsip piercing the corporate veil yang utuh sehingga perluasan tanggung 

jawab bukan hanya dapat dikenakan kepada perusahaan induk selaku 

pemegang saham, namun juga kepada anak perusahaan. Hal ini penulis 

anggap perlu demi terciptanya kepastian hukum. Adapun peraturan 
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perundang-undangan yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-

undangan yang benar-benar baru di luar UUPT dengan mengatur secara 

khusus mengenai perusahaan grup atau dapat berupa revisi terhadap UUPT 

Tahun 2007 dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur 

mengenai perusahaan grup. 

 

2. Hakim sebagai pemutus perkara dalam menghadapi kekosongan hukum 

perihal pertanggungjawaban anak perusahaan seperti dalam pembahasan 

penulis, selayaknya tidak hanya berperan sebagai corong dari undang-

undang saja. Dalam kompleksnya praktik perusahaan grup dan pengaturan 

yang belum jelas ini dikhawatirkan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan 

induk dengan memanfaatkan status mandiri badan hukum anak perusahaan 

untuk dapat terhindar dari kewajibannya.  

 

Selama belum terdapat peraturan yang jelas, maka ditariknya tanggung 

jawab anak perusahaan berdasarkan prinsip piercing the corporate veil hanya 

dapat mengandalkan keinginan dan keberanian Hakim untuk melakukan 

penemuan hukum dengan melihat prinsip piercing the corporate veil secara 

utuh. Prinsip kemandirian badan hukum sebagai prinsip dasar hukum 

perusahaan memang perlu dihormati, namun dalam hal menghadapi 

persoalan tanggung jawab dalam perusahaan grup, hakim juga harus melihat 

pengecualian-pengecualian dari prinsip kemandirian badan hukum 

sebagaimana dimaksud oleh prinsip piercing the corporate veil sebagai 

bentuk pengecualiannya. Penerapan prinsip piercing the corporate veil 

selayaknya tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja 

mengingat peraturan perundang-undangan saat ini yang tidak mengenal 

konsep perluasan tanggung jawab berdasarkan piercing the corporate veil 

kepada anak perusahaan, sehingga kepentingan pihak di luar perusahaan 

grup tetap dapat terlindungi. Maka dari itu, penting bagi hakim untuk berani 

melakukan penemuan hukum demi terciptanya putusan yang berkeadilan. 
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3. Penerapan piercing the corporate veil sebagai bentuk pengabaian terhadap 

asas privity of contract membuat hakim benar-benar harus teliti dalam 

menganalisis keadaan-keadaan sebagai dasar untuk menerapkan piercing the 

corporate veil. Keadaan-keadaan tersebut harus benar-benar ada dan cukup, 

sehingga pengabaian terhadap privity of contract melalui penerapan piercing 

the corporate veil dapat menghasilkan putusan yang adil. 
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